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1. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Bab.IV. 
Pelatihan Kerja )

2. PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas

3. Permenaker Nomor 333 Tahun 2020 tentang SKKNI Bidang
Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertiifikasi

4. Kepmenaker Nomor 3 Tahun 2021 tentang KKNI Bidang
Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

5. SK Dirjen Binalavotas Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang
Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja

DASAR HUKUM :



DASAR HUKUM :



DASAR HUKUM :



DASAR HUKUM :

11 Permenaker RI No. 17 Tahun 2016  Tata   Cara Perizinan 
dan Pendaftaran LPK dan atau Permenaker RI No. 6 
Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenagakerjaan (PP No. 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko)

12 Permenaker RI No. 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi
LPK

diganti Permenaker No. 5 th 2022 tentang akreditasi LPK

11 Pedoman Akreditasi LPK revisi 04 tahun 2023 yang 
diterbitkan oleh LA-LPK

12 Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia



Layanan

SIAPkerja

SKKNI

PROGLAT

KELEMBAGAAN

PEMAGANGAN

PRODUKTIVITAS

SMILE

SINTALA

E-TRAINING

Marketplace Pelatihan Kerja

AKREDITASI

Marketplace Sertifikasi Profesi

ASESI

ASESOR

LISENSI

LSP

Informasi Pasar Kerja

VIRTUAL JOB FAIR

BURSA KERJA KHUSUS

ASESMEN

KONSELING

SISTEM IMW

JOB OFFER SINGLE SUBMISION

Perluasan Kesempatan Kerja

TKM

TKS

PADAT KARYA

PP / PKB TKATEMAN K3

BSU

SSO (Single Sign On)
NIK OTP Profiling SIAPkerja ID



Mendaftar Akun

SIAPkerja

Akses

kelembagaan.kemnaker.go.id

Pendaftaran Lembaga

Pemerintah / Swasta

Mengisi Data

Profil Lembaga

Mengisi Data

Pegawai & Instruktur

Mengisi Data

Peralatan Lembaga

Mengisi Data

Bangunan Lembaga

Mengisi Data

Program Kejuruan
Terbit VIN

Mengirim Pesan

Terkait Verifikasi Lembaga
Lembaga Terverifikasi

Alur Pendaftaran Lembaga 
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Akreditasi Lembaga
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Mendaftar

di Layanan Akreditasi

Pendaftaran Diproses 

(Penafisan)

LA / KA LPK

Verifikasi Dokumen

Oleh Asesor

Verifikasi Lapangan

Oleh Asesor

Rapat Pleno

LA LPK/ KA LPK

Penerbitan

Sertifikat Akreditasi
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3

4



Logo lembaga

harus ada

dan jelas



Deskripsi

lembaga harus

terisi (Minimal 2 

paragraf)

Alamat harus

sesuai dengan

Lembaga



Potensial sektor, 

Kejuruan tersedia

dan Kejuruan

unggulan terdiri

dari Kejuruan

yang dimiliki

oleh lembaga dan

harus relevan

Nomor Perizinan

harus sesuai

dengan Nomor

Izin yang 

dikeluarkan oleh

Disnaker atau

PTSP

Lampirkan

Salinan 

Perizinan

dari

Disnaker

atau PTSP
Lampirkan

Salinan NPWP 

yang valid 

dan jelas



Contoh Izin LPK yang 

dikeluarkan oleh Dinas

Tenaga Kerja



Contoh dokumen Izin

yang benar harus ada

“Jenis Program Pelatihan”



Contoh Izin LPK yang 

dikeluarkan oleh OSS 

(NIB + SS)



Kelola gambar

minimal berisi 8 

gambar



Kelola Pegawai HARUS terisi, 

pendaftaran pegawai sesuai

Nama & NIK



Kelola Instruktur HARUS terisi, 

pendaftaran instruktur di

account.kemnaker.go.id



Mesin & Perlengkapan Utama, 

harus terisi lengkap dan tidak

boleh kosong



Alat Perkakas Tangan, harus

terisi lengkap dan tidak

boleh kosong



Alat Kerja K3, harus terisi dan

tidak boleh kosong (isi

minimal APAR, Kotak P3K)



Perlengkapan Pendukung, 

harus terisi lengkap dan tidak

boleh kosong



Workshop, harus terisi

lengkap dan tidak boleh

kosong



Ruang Kelas, harus terisi

lengkap dan tidak boleh

kosong



Bagian TUK bila tidak

ada, tidak perlu diisi



Bangunan Lainnya, harus

terisi dan tidak boleh kosong



Bagian Kejuruan dan

Program berisi kejuruan

yang tersedia di LPK 

sesuai Izin



Bagian Realisasi harus sesuai

dengan realisasi pelatihan sejak

LPK berdiri



Mengajukan

Permohonan Akreditasi

LPK

Menetapkan Asesor

Sekretariat KA/LA

Verifikasi Dokumen

Asesor

Persiapan Asesmen

Sekretariat KA/LA

Verifikasi Lapangan

Asesor
Menyelenggarakan

Rapat KA-LPK

(Rekomendasi KA)

KA

3 5 6

7 8 9

Menyelenggarakan

Pleno LA-LPK

LA10

Menerbitkan Sertifikat

LA11

Menyetujui Pengajuan

LA/KA4

Membuat Akun

SIAPkerja

Pengguna1
Mengundang

LA,Sekretariat KA & 

Asesor

Sekretariat LA2

Alur Pengajuan

Akreditasi di SPA 

Versi 2.0
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Lembaga yang sudah terdaftar 

pada 

kelembagaan.kemnaker.go.id 

dan memiliki :

1. VIN 

2. Terverifikasi

3. Program pelatihan yang 

sudah di terbitkan oleh 

Direktorat Stankom

(proglat.kemnaker.go.id)

S.P.A VER.2.0

Syarat Pengajuan Akreditasi
Aplikasi SPA Versi 2.0



Fitur Aplikasi SPA Ver. 2.0

S.P.A VER.2.0
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Aplikasi SPA Versi 1.0 Aplikasi SPA Versi 2.0

S.P.A VER.2.0
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Lembaga dapat melakukan

pengajuan akreditasi dengan

menggunakan akun SSO 

(Single Sign On) SIAPkerja

melalui aplikasi kelembagaan.

S.P.A VER.2.0
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Tautan akreditasi pada 

kelembagaan menjadi      

per-program pelatihan.

bukan akreditasi per 

Lembaga Pelatihan Kerja.
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Asesor dapat

diaktifkan atau 

dinonaktifkan oleh

Sekretariat LA-LPK 

melalui  User Invite 

pada data asesor 

yang sudah registrasi 

di SIAPkerja.

S.P.A VER.2.0
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File Asesmen Penilaian 

Mandiri (Form F.01) wajib 

di Upload oleh LPK
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File pendukung bukti 

kesesuaian di upload oleh LPK 

per kriteria Standar 

Akreditasi.
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Terdapat fitur

history untuk 

melihat data 

riwayat-riwayat 

proses penilaian 

akreditasi.
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Surat Tugas Asesor 

digenerate 

otomatis melalui 

sistem
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Lembaga Pelatihan Kerja dapat

memonitor progress status 

akreditasi dari proses awal 

pendaftaran sampai dengan 

penerbitan sertifikat.
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Dokumen-dokumen administrasi asesmen, berita 

acara menjadi arsip / diupload ke sistem.
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Catatan-catatan 

perbaikan penilaian 

akreditasi 

dicatat/disampaikan 

oleh asesor/KA-LPK 

melalui sistem.
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Ada notifikasi 

perbaikan bukti 

kepatuhan akreditasi 

(dokumen) yang telah 

dilakukan oleh 

Lembaga Pelatihan 

Kerja
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Ada bukti catatan Rapat Rekomendasi KA-LPK.

sebagai bukti rekomendasi Akreditasi sebuah LPK 

berdasarkan hasil rapat Pengurus KA-LPK. 

Termasuk rapat Pleno LA-LPK.
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LPK dapat melihat 

preview sertifikat ketika 

pengajuan akreditasi 

sudah ditetapkan 

TERAKREDITASI pada 

pleno LA-LPK.





Proglat yang akan 

di akreditasi 

sudah diterbitkan 

oleh Dir. 

Stankomproglat

1.

Kendala-kendala di SPA Versi 2.0

Aplikasi SPA Versi 

2.0  belum bisa 

meberikan

multiple role user

2. SDM Terbatas 

untuk Verifikasi 

Proglat dan 

Lembaga

3.


